—— e —

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor: 49 Tabhan 2001

Tentang

PENYESUAIAN NAMA SERTA PENYEMPURNAAN DAN PEXNINGBRATAN FUNGI
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMI) MENJADI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAEKAT (LPM) KELURAHAN KOTA PADANG

Membaca

Menimbeang

Menpingat
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WALIKOTA PADANG

Surat Mentend Dalam Negeri dan Otonemi Daerah MNomer.d14,2/838/32 perthal
Keores Ne.d49 Tahom 2001, tentane Penaiasn Lembaea Ketahanan Masyarakat
Dcsa stau Scbutan lam

Surgl Sckeetane Dactah  Propinst Somatera Barat Nomor 414.1/460/20Q01,
favieral 9 Oktober 2001 pethal 1.embaga Pemberdayaan Masyarakat Nagar..,

bohwa dengan diberlakukapoyn Ul No.22 Tabun 1993 fentape Pemermtahan
Dacrah, Lembapa Eetihanan Masvarakar Desg (LEMD) sebapaimana diatur
dalan Keputusan Presiden No.28 Talum 1980 tentang Penyempumnasn dan
Peningkatan Tunpsi Lombaga Sosial Desa menjadi Tembaga Ketahana
Masvarakat Desa tidak sesual lag denean semaneat Otenomi  Dacrah;

bahwa denpan adanva pervbahan nama Kanior Pembangunan Masyarakat Desa
menjadi Kantor Pemberdavaan Masvarakat serta dalam ranpka meningkatkan
turas dam fungsi kelembagam di Kelurshan, dinandang perlu menyesuakon nama
serts melakukan penyempumaan dan peningkatan funpsi Lembaga Ketahanan
Masvarakat Desa Menjadi Lanbapa Pemberdayzan Masvarakat Kelurahan Kota
Padane,

bahwa untuk point a dan b diatas, sambil menuneesn ditetapkaniya Perda tentang
Pengtaan Kelembaraan di Kelurahan, dirasa pedu ditetapkan depgan Surat
Keputusan Walikota Padang.

Undang-ITndane Neomor 9 mbun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otlonom
Kola Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Nezara Tahum 1999 Nomor 60, Tambahan Lsmbaran Negara Nomor 3839),

Undanz-undang Nomor 25 whun 1999 (entsne Peimnbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Neogara Tshun 1999 Nomor 72,
Tambahan ¥ grvharan Negara Nomor 3848),

Peraturan Pemenniah Nomor 17 Tashun 1980 tentang Perobghan Batas
Wilavah Eota Padinp (Lembaran Nepara Tabun 1980 Nomer 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164):;

Persturan Pemernintah nomor 6 Tabun 1288 watmg Pelaksanuan Koordinasi
Keriatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara nomer 3373).

Peraturan Dacrah Kota Padanp Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembenmukan
Susupan Oreanisasi Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor § Tshua 2001 tentang Pembentukan
Susunan Orpamsasi Lembapa Teknis Dacraly,

Peraturan Daerah Kota Pudang Nomor 6 Tuliun 2001 tentang Pembentukan
Susuman Orranisasi Kecamatan dan Kelurahan,
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1 & Surat Edaran Walikoie Padang Noo 519411.2/PMD-IV/200]1, perihal

Pemberdayann [embaga Kemagvarakatan di Kelurahan;
b. Hasil kesepsketan Temu LEKMD Tingkat Nasidnal di Bandung tanggat 18 s/d 21
Juli 2000;

c. Hnsi]SaﬂnhmEelemhagundlKﬂmnhﬂnmnggﬂzz =/d 30 Mei 2001 ke 11
Kecamatan Kota Padang,

d. I-Insi]Kun;unynEEuaPﬂndal{utaPadangtmggal 31 Mei s/d 9 Juni 2001 ke
11 Kecamatan s¢ Kota Padang,

£, Hﬂﬂhpﬂﬁﬁﬂﬂumdmgmmmmmmm

se Kotn Padang, tanggal 13 Apustus Z001.

: Keputusan Walikota Padang, tentang Penyesuaian Nama séria Penyempurnesn dan.

BABI
PENAMAAN DAN PENGERTIAN

Poas=al 1

Dalam Kegutusan Walikota Padang ini, perubahan nama Lembaga Ketshanan
Masyerakat Deza (LXMD) menjadi Lembaga Pemberdayasn Masyarskai (1PN

Fasal 2

1. Lembaga Pembendaynan Masyarakat Kelurahan selanjuinya disingkat menzadi
LPM Kelurahan, adalah wedsh yang dibentuk atag prakarsa masyarakaet sebapai
mitra Pemerintah Kelvrahan dalam menampung geria mewujudkan agpirast dan
kebutuhan masyarakal di Bidang Pembangunan,

2. Penperijan Xeluraban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undapg No22
Tahun 1599,

BAB I
TUJUAN

Faaal3
LmhgaPembadaymMmmkmmmahm hem:jummmk

BAB Il
LEDUDUKAN DAN SUSTINAN ORGANISABI

Fasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Xejuzahan dapat dibentuk serte berkedudukan
di Kelurahan dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat mdependent

1. Pengurus Lembaga Pembendayaan Masyarakat Kefurahan dipikh secara
p&nnmpmlﬂmhmemkﬂymgmmMmmm
mempuryai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upays pemberdayaan

2. Tata cara pembentuken, susunan organisasi Lembaga Pemberdayann Masyarakat

Eelurahan dar mass bakti pengurus ditetapksn dengan Keputusan Eeharahan
berdasarkan hasil musyawarah masyarakat;
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3. Penpesahan XKepenpuruesn Lembags Pemberdaysan Masyarakat Eelurahan
ditetapkan dengan Keputnsan Camat. .
BABIV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6
Lembaga Pemberdayaan Mesyarakat Kelurahen mempunyai tugas :
8. Mmyummrmm;mnhangumymgpamm;ﬁuﬂ
b. Menggerakkan swadaya gotong-foyong masyarakat,

¢. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Paxai 7
Dalam meleksanakan tugasnya, Lembags Pemberdayssn Masyarakat Kelurahan
mempuny fangsi
Penanaman dan pemupukan mga persanian dam kesstuan masyarakat Kehmaha:
Pengkoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan,
Pengpplian dan pemanfoaten sumber daya masyarakat dan kelembapasan unhak
pembangiman di Kehurahan,
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Pasal 8 '

1. Wmmmmmmmmwrmh
Kelnrshan, bersifit kerja sama mengperakkan swadays gotong  foyong

2. Hubunpan Lembapn Pemberdayasn Masysrshat Kelorahan dengan Iembaga
lain dalnm satu Ketlwmban { PKK ) bersifat konsultatif dan kerja sama yang

3. Hubungan antar Lembega Pemberdayaan Masyarakat Kil
sama dan saling membantu setelah mendapat persctujuan dar Pemerinteh
Kelurahan .

BAB VI
Pugul ©

Sumber Dana LM Eclurshsn dapat diperoteh dari :

1. Swadaya masyamkat; _ = =
2. Rantuan Pemerintah Ketrrahan Xecamatan, Kota, Propinsi dan Pusat,
3. Bantuan lain vang sah dan tidak mengikal.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasul 10

Walikota Padang, Camat, Pemeriniah Kelorshan melakukan pembicasn terhadap
kegiatan-kepiatan Lembaga Pemberdayaen Masyarakat Eelurahan dan bertanpspung
jawab atas berfungsinya Lembaga Pemberdyann Masyarakat Kelurahan dengan baik
di Wilayah masing-masing.
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embusan
Yih. Bapak Gubemur Propinsi Sumaters Barat

Yth. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
Yih. Sdr. Kctua DPRI) Kola Padang

Yth. Sdr. Eepals Dinas/Instann/Begian se Kota Padeng
Yth. Sdr. Camai 52 Kota Padang

Yih Sdr. Lurah 5 Kots Paidang

BARB VI
PEMBINAAN

Pagal 14

Walikota Padang, Camul, Pemredntah Kehirphan melakukan pembiosan terhadap
kepiatan-kepintan Lembaps Pemberdayann Masyarakat Kelurshan dan bertangggung
jawab atas berfumpsinya Lembaga Pemberdyaan Masyvarskst Kelurahan dengan balk
di Wilayah masing-masing.

Pazal 11

Departemen-depariemen dan Lembaga-lembaga non Liepariemen yang mempunya
Bideng Kapiatan dalam tugas pembangunan di Kelurahan hendaionys
mengkoordinasikan setiap kegiaten dengan Lembaga Pemberdaysan Masyarakat

Pazal 12

Segala kegintan masyarskat, balk yang tergolong dalam lembaga-lembaga maupm
ving tidik, yang ada di Kelurahan di Koondinasiian dengan Lembaga Pemberdayasn
Masysrakat Xelorahan

BAEB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pazal 13

masa bakti, tugas dan fimpsl pengures LPM Eeluraban, RWRT, hingea Pokja,
voink semcntarn karens beinm adanya Perda, distur densan Pedomim Penatsan,

Organisast dan Tatn Kejs Lembaga Pembendaysan Masyarskat (LPM) Eelurahan di
Eota Padang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Apabita dalam keputesan ini terdapad hal-hal yasg tidak sesuaibertentangan dengan
Pereturan Perundangen yang £da, akan dizdaken peayesuaian.

Pasal 1%
Kcputusan Walikota Padang ini mulsi berlak sejak tangeal ditelapkan
wd’il 28 rpdember 200




